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PEDoII{A}E PEMBERIAfi IHTSAH DAH BAI{TUAN SOSIAL YANG BERSIIMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN EELANJA DAERAI{

Menimbang : a.

DENGAN RAHIT{AT TUI{AN YANG MAHA ESA

EUPATI BARITO SEI,ATAN,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2A2O tentang Pedoman Telcris Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2074 tentang
Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan sosial {Berita daerah
Kabupaten Barito Seiatan Tahun ZAM Nomor 43) sudah tidak sesuai
dan perlu diganti;

bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian hibah
dan barrfuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja baerah perlu ditetapkan Perafuran Bupati;

bahwa sesuai ketentuan BAB II Hurif D Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis
Pengeloiaan Keuangan Daerah disebutkan tata cara penganggalalL,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban
serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diafur lebih
lanjut dengan peraturan kepala daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat iI di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
i953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republili Indonesia Nomor 182O);

l

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentalg Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaar
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar a355);

Mengingat : 1.
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembian Negara Republik Indonesia Tahun 2CIL4 Nomor 244,
iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587i
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zAV
Nomor 292, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

:

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
I

I

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A12 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2077 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2079 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2A$ Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6322);

10. Peraturan Fresiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran
Bantuan Sosial Secara Non TUnai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 156);

11.Peratur4n Menteri Daiam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 778L);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nornor 7 Tahun 2A2O

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembar Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2A2O Nomor 7, Tanbahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBEzuAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL.

5.

6.

7.

Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa-l 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :



,(

1. Pemerintah Daerah I adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelen ggar a pemeri$tahan daerah.

2.

3.

4.

5.

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yarrg selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai u.nsur
penyelenggara pemerintahaa daerah.

Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
r"ri-u-n* keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah'

Bad.an Usaha Miiik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha
yang seluruh atau sehagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

f
Badan Usaha Miiik Nbgara yaxg selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha
yang seluruh atau 'sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutrrya disingkat BPKAD

adalah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidalg keuangan dan fugas
pembantuan.

pejabat pengeiola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala

*6i** kerji pengelola keuarrgan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara urnum daerah.

Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD-

Safuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat -SKPD 
adalah unsur

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan

Pemerintahan Daerah.

Kebijakan Umum APFD y'ang selanjutnya disingk"t KY+ adalah dokumen yang

meniuat kebijakan bi&angpendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periodel (satu) tahun;

prioritas dan plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS

adalah rarcangan progtam prioritas dan patokan batas maksimai anggaran yang

diberikan kepJda Sfpn unfuk setiap program sebagai acuar. daiam penyusunan

RKA-SKPD sebelurn disepakati dengan DPRD;

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD ada-lah tim yang

dibentdii dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daeral:'

yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah

h*"* r*.tgku. penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana

daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah

rencala kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah'

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah

d.okgmen perencanr.",i-d*r, penganggararl yarrg berisi prografiI, kegiatan dan

angga-ran SKPD. 
f
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DpA-ppKD
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku gendahara Umum
Daerah.

19. Dokumen Pelaksanaa,n Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
merupakan dokumenfl yang memuat pendapatan dan belanja ."tirp SKpD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pirrggrrna anggaran.

20. Hibah ad.alah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, YmB seca-ra spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

21. Bantuan sosial adalah pemberian banfuan berupa uang/barang dari pemerintah
daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Lasyarakat Va11g sifatnyatidak secara terr-rs menerus dan selektif yang bertujuan untuk ,r"tirrd],.,Si dari
kemungkinan terjadinya resiko sosia-l.

22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh- indiiridu, keluarga, keibmpok
dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, -krisis politik,
perlindungan hukum, fenomena alam dan bencana alam yang jika iidak diberikan
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan Uaat*dapat hidup dalam
kondisi wajar. 

f

23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD ada-lah naskah
perjanjian hibah yang bersumber dari epgD antara pemerintah d.aerah dengan
penerima hibah.

24. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota
masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kegiatan, profesi, fungsi, agarna, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa,
untuk berperan serta dalam pembaagunan da-lam rangka mencapai t"j"ro nasional
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila
termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk
berdasarkan ketentuan perundang-undaxgan,

25. Kelompok masyarakat adaJah $/arga Kabupaten Barito selatan.

26. Forum kerukunan umat beragama yarrg selanjutnya disingkat FKUB ada-1ah forum
yang dibentuk oieh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka
membangun memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan
dan kesejahteraan. 

I
I

' pasaL 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggarari pelaksanaan dan
penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring evaluasi persyaratan
dan prioritas pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang/barang atau jasa.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uanglbarang
atau jasa.

18.

(1)

(2)



(1)

(2)

BAB II

HIBAH

Bagian Kesafu

Umum

Pasal 4

r
Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keualgan daerah.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusall
pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah d.engan
memperhatikan asas keadilan, kepatutal, rasionalitas, profesionalitas, dan manlaat
untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria pa-iing
sedikit:
a. peruntukanrrya secara spesifik telah ditetapkan;
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran

kecuali ditentukar. I*in oleh peraturan perundang-und.angan; dan
c. memenllhi persyaratan penerima hibah.

(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat t4) huruf c tersebut diatas
dikecua-likan untuk organisasi yang dibentuk dalam rangka membantu dan
mendukung fugas peiayanan pemerintahan dan pembangunan untuk menunjang
pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Kepufusan Bupati.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

d..

b.
c.
d.
e.
f.

Pemerintah Pusat;
Pemerintah daerah lainnya;
BUMN;
BUMD;
kelompok masyarakat dan/ atau;
organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

(1) Pemberian Hibah diberikan dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerinta-h
Pusat, pemerintah daerah lainnya, badar usa-ha milik negara, BUMD, danf atau
badan dan lembaga, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia serta Partai Politik.

(2) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan
kepada Satuan Kerja dal Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian



(3)

(4)

yang wilayah keq'anya berada dalam daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan

fungsi pemerintahan di daerah.

Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana
diamanatkan Peraturan Perund ang-undangan.

Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 5 huruf d diberikan dalam
bentuk uang atau jasa yang bertujuan unfuk menunjang peningkatan pelayanan
kepada masyarakat atau dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah
daerah dari Pemerintah Fusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangal.

Hibah kepada Xeiompoy' masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e

diberikan kepada sekumpulan orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang
perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan
keolahragaan non-profesionaL yaxg berfujuan untuk meningkatkan partisipasi
penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan
dukun gan kepada penyelenggaraan pemerintahan daera-h.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan
peratrrran perundang-undangan yang berfujuan untuk meningkatkan partisipasi
penyeienggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan
d,ukungan kepad,a penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan
dengan persyaratan palqrg sedikit:-t-

memiliki kepengurusan yang jeias; dan
berkedudukan dalam wilayah daerah.

Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 6 ayat (5) secara
khusus hibah untuk rumah ibadah diprioritaskan bagi Desa atau Keiurahan yang
masih belum memiliki rumah ibadah pembangunan lanjutan yaxg belum selesai dan
rusak berat yang besaran hibahnya diberikan secara proporsional.

(3) Khusus untuk pembangunan baru rumah ibadah dipersyaratkan telah memiliki lahan
dan mendapat rekomendasi FKUB kabupaten.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(6) diutamakan diberikan dengari persyaratan :

a. berkedudukan dalarn wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
b. memiliki sekretariat fetap;
c. organisasi berskala liabupaten; dan
d. induk organisasi tingkat kabupaten.

(5)

(6)

a,
LU.

(2)



(s) hibah dapat pula diberikan kepada organisasi
Kelurahan Keca: t

natan, {*g kegiatannya berskala

(1) Pemohon hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal s menyampaikan usulan hibahsecara tertulis kepada Bupati paling lambat sebelum KUA dan ppAS serta KUpA danPPASP disepakati antara Bupati dan DpRD.

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaiuasi usulan sebagaimanadimaksuC pada ayat (1).

(3) KepaJa SI(PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat t2) menyampaikan hasilevaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui rApD.

{4) Kepala sKPD 
-terkait 

*"d.gri-ana dimaksud pada ayat {2)membentuk Tim verifikasiguna meiakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan bukti dari pengajuanproposal Hibah.

(5) Tim sebagaiamal dimaksud pada ayat {4) mempunyai tugas sebagai berikut :a' melakukan verifikasi atas usulan'p.opo"^l vurrg diajukan pimpinan instansipemerintah pusatlpemenntah daerah- lain, saian Usaha Milik Negara atauBadan usaha Milik Daerah, bad,a, dan 
-lembaga, o.gaoi*asi kemasyarakatan,anggota dan/atau kelompok masyarakat; dan d

b' menyampaikan usulan ,.ko*.rldasi besaran hibah kepada Bupati melalui TApD;
(6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomenclasi sebagaimana dimaksud pada ayat

i3) sesuai dengan prioritas dan kemampuax keuangan daerah.

(7J Format Rekomendasi Penganggaran dari SKPD sebagaima,a tercantum dalamLampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan aari peraturan Bupati ini.

'

Bagian kedua

Penganggaran

Pasal B

Pasa_l 9

Rekomendasi kepala sKpD dan pertimbanga, sebagaimana dimaksudayat {3) dan ayat {6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaranraflcangan KUA dan ppAS.

Pencantuman arokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayatanggaran hibah berupa uang/barang atau jasa.

kemasyarakatan di tingkat desa
kabupaten/ provinsi/ nasional.

dalam Pasai 8
hibah dalam

(1), meliputi

(1)

(2)

(1) Hibah berupa uang dicantumkan
pokok dan fungsi masing-masing

Pasal 10

da-lam RKA-SKPD sesuai dengan kevrenangan, tugas
SKPD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SK,D.



t
(g) RKA-SKpD sebagaimanh dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) menjadi dasar

penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasa-l 11

Hibah berupa uang/barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok operasional yu-rrg

diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis hibah

pada belanja pegawai atau belanja barang dan jasa berkenaan kepada pihak

ketiga/masyarakat dan rincian objek belanja hibah uang, barang atau jasa kepada

pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD'

Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama

penerima dan besaran hibah.

t1)

{2)

Baeian
f"
:

Pelaksanaal dan

ketiga

penatausahaan

Pasal 12

pelaksanaan anggaran hibah berupa uang/barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD'

Pasal 13

(1) setiap pemberian hibah dituangkal dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh

Bupati dan Penerima hibah.

(2) setiap penerima hibah mendatangani fakta integritas dan membuat pernyataan

sanggup membuat laporan pertanggungj awaban penerimaan hibah.

(3) NpHD sebagaimana dimaksud pada ayat (i) paling sedikit memuat ketentuan

mengenai :

a. pemberi dan Penerir{ra hibah;

b. tujuan pemberian hibah;

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluranf penyerahan hibah;

f. tata cara PelaPoran hibah; dan
g. sanksi.

permohonan pencairan bantuan hibah sebelum disampaikan kepada Pengguna

Anggaral SKPD, terlebih dahulu dilakukan verifikasi dal evaluasi kelengkapannya

oleh Petugas/pejabat yang ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait.

Format hasil verifikasi dan evaluasi Dokumen Permohonan Belanja Hibah dan

usulan/proposal hibah sebagaimaan dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

permohonan sebagaimapa dimaksud pada ayat (a) dilengkapi dengan melampirkan :

a. Proposal paling sedikit memuat :

8

{4}

(5)

(6)



1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. rincian rencana kegiatan; dan
4. rencana penggunp-an dana hibah.

b. susunan kepanitia^d7 rrrrrnan organisasi bagi kelompok/organisasi masyarakat;

c. surat pernyataan ke'Sanggupan mengelola uang, barang atau jasa sesuai dengan

peruntukannya;
d. kartu tanda penducluk (KTP) ketua dan sekretaris yang masih berlaku; dan

e. surat pernyataan kesed"iaan menyediakan dana pendamping apabila diperlukan.

(7) permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a

ditandatangani oleh pemohon (ketua dan sekretaris) dengan diketahui oleh Kepala

Desa dan Camat bagi kelompok masyarakat.

(g) Format usulan prcposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat {7) tercantum da'lam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) penyaluran bantuan hibah dilakukan secara langsung oleh Pihak Pertama kepada

Pihak Kedua d.engan 2 (dua) tahapan penyaluran, yairu :

Tahap I : maksimal se,besar 70% (tujuh puluh per seratus) dari pagu anggaran yang

ditetapkan, betelah dipenuhinya seluruh persyaratan pencairan dana; dan

Tahap II : SAYo (tiga puluh per serafus) dari pagu anggaran yar.g ditetapkan, setelah

ad.anya laporan pertanggungi awaban penggunaan dana.

(10) penyaluran hibah dapat diberikan LAOo/o [serafus persen) dengan pertimbangan :

a. Wilayah domisili penerima hibah; dan
b. Nilai hibah tidak lebih dari Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)'

(11) penya1,uran dana hibah dibayarkan melalui rekening organisasi I panitia penerima

hibah.

(12) penerima hibah wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban kepada Pengguna

Anggaran SKpD sebelum menerima penyaluran tahap il sebagaimana dimaksud pada

ayat (9).

(13) Format fakta integritas d.arr surat pernyataan kesanggUpan membuat laporan

pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayal 2 {dua) tercantum dalam

Lampiran IV yang merLpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(14) Format NpHD sebagaimana dimaksud. pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang

atau jasa yang dihibahkan dengan Keputusan Bupati'

(2) Da-ftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar

penyaluran atam penyerahan hibah.



(3)

(4)

penyaluran atau penyerah an hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah

dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
pencairan hibah d"alam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran

langsung, sesuai dengan proses pembayaran LS yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan yang mengafur pro ses Penatausahaan Keuangan Daerah.

Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

t

Pasa-l 15

pengadaan barang da]am rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

berpedoman pada perafuran perundang-undangan'

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungj awaban

Pasal 16

penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada

Bupati melalui SKPD terkait dengan tembusal PPKD'

penerima hibah berupa baralg menyampaikan laporan penggunaan hibah kepad'a

Bupati meialui kepala SKPD terkait-

I

Pasa-l 1?

Hibah berupa uang/barang atau jasa dicatat sebagaimana rea-Lisasi obyek belanja hibah

pada jenis belanja [*^rrg dan;asa dalam program dan kegiatal pada SKPD terkait.

(s)

(1)

t2)

Pasa-l 18

pertanggungiawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
b. Kepufusan Bupatitentang penetapan daftar penerima hibah;
c. naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d. pakta integritas dari penerima hibah yarlg menyatakan bahwa hibah
akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e. bukti tiansfer uang atas pemberi"an hibah berupa uang atau bukti
barang atas pemberian hibah berupa barang'

yang diterima

serah terima

'( 1) Penerima hibah bertanggungjawab
yang diterimanYa.

(2) Pertanggungiawaban penerima hibah meliputi :

iaporarl penggunaan hibah ;

surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima

telah digunakan sesuai NPHD; dan

Pasal 19

secara formal dan materiaL atas penggunaan hibah

a.
b.

10



(3)

{4)

(s)

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai perafuran perundang-

undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima
barang bagi penerima hibah berupa barang'

pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib
disampikan kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun
anggaran berikutnya.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan

dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaal.

Format Surat Pernyataan Talggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum

da-lam Lampiran VII dan Lampiran MII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan BuPaLi ini.
I ' ala dimaksud pad'a ayat (2) tercantum(6) Format Laporan Pertanggungjarvaban sebaga

dalam Lampiran IX yang merupaka:r bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 20

(1) Realisasi hibah dicanfumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun

anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan

akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasa-l 21

Realisasi hibah berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada

laporan realisasi arrggara:r. rlan diungkapkan pada catatan atas iaporan keuangan dalam

pen3rusunan laporan keuallan pemerintah daerah.

BAB iII

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok

masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud. pada ayat (i) dilakukan setelah

memprioritaskan pemenuhan beianja ufl-r.san wajib dan urusan pemerintahan pilihan

dengan memperhatikar, asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat unfuk
masyarakat. I
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Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimorta dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :

a. Individu, keluarga, dan / ata:u masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabii
sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar

dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidalg lain yang

berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 24

(1) Pemberian banfuan sosia-l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi
kriteria paling sedikit :

a. selektif; I
b. memenuhi persyaratax penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat

berkelanjutan; dan
d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Itriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bantuan sosial
hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan resiko sosial dan resiko hukum.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi :

a. memiliki identitas yang jelas mela-lui kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah; dan

b. berdomisili dalam wilayah daerah.

(4i Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c yaitu pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan
setiap tahun anggaran. 

I

(5) Keadaan tertenbu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
yaitu bantuan sosiaL dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima baltuan
telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
bahwa tujuan pemberian bantuan sosia-l meliputi :

a. rehabilitasisosia-l;
b. perlinclungan sosial;
c. pemberdelraan sosial;
d. jaminan sosial;
e. jaminan kesehatan warga tidak malnpu (yang tidak masuk dalam daftar Badan

Penyelenggara Jaminal Kesehatan) ;

f. penanggulangan kemiskinan; dan
g. penanggulangan bencana.
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Pasai 25

(1) Rehabilitasi sosia-l sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 24 ayat (6) huruf a difujukan
untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

f
(2) Perlindungan sosial sebelgaimana dimaksud dalam Pasa] 24 ayat (6) huruf b adalah

difujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan
sosia-l seseorang, keh:arga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami
masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan
skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuax agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang iayak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang,
keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempurryai atau mempunyai sumber mata
pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencanir sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 2a ayat (6) huruf g
merupakan serangkaian i-rpaya yarrg ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasa"1 26

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima
bantuan sosial.

(2) Banfuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagt anak miskin,
yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar,
cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak malnpu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang
yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan
perahu untuk nelayan miskin, baltuan makanan lpakatan kepada yatim piafu/tuna
sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu'

Bagian Kedua

Penganggararr

Pasal27

SKPD yang menjadi urusan Banfuan Sosial mengajukan usulan Belanja Bantuan Sosial

melalui TAPD dituangkan dalam RAPBD.
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(2)

Pasa-l 28

LIsulan kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial. dalam rancaxgan KUA

dan PPAS.

pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.

f 
Oasal29

(1) Barh-ian sosiaL berupa 
"i,uog 

dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Bantuan soslal berupa barang dicantumkan daiam RKA-SKPD.

(3) RKA-ppKD dan RKA-SKPD sebagaimarLa dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi

dasar penganggarar: bantuan sosial dalam APBD sesuai peratu,ran perundang-

undangan.

Pasal 30

(1) Bantuan sosial berupa uaxg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat t2)

dianggarkan da-lam kelompok belanja operasional, jenis belanja bantuan sosial, obyek,

dan rincian obyek belanja berkenaan pada DPA-SKPD.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan

untuk hal-hal yang bersifat insidentil yat g diberikan secara langsung kepada

penerima seperti beasis{ra bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan

miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra

putri pahlawan yang tidak mampu, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan

dan banfuan sosial lainnYa.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2\

dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diforrnulasikan kedalam program

dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, ohyek belanja

banfuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat, dan rincian obyek beianja bantuan sosia-i barang yaxg akan

diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

(4) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2)

dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

(5) penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

(6) Usutan permintaan ata$ bantuan sosia-l yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

dilakukan oleh SKPD terkait.

{T) Tata cara pengajuan usul permintaan atas bantuan sosia-1 yang tidak dapat

d.irencanakan melalui belanja tidak terduga, sebagaiaman dimaksud pada ayat (6)

mengaclr pada Peraturan Perundang-Undalgan'
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Bagian Ketiga

Pelaksanaarl dan Penatausahaan

Pasal 31

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksaraan anggaran bantuan sosial beru"pa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 32

(1) Berdasarkan DPA-BPKAD yang telah disyahkan PPKD memproses Keputusan Bupati
tentang Penetapan Pemberian Bantuan Sosial yang memuat tentang besaran
Bantuan Sosial. 

,

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD
memberitahukan kepada penerima baltuan sosial.

(3) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

{4) Penerima bantuan sosial sebagaiama dimaksud pada ayat {2) mengajukan
permohonan banfuan yang disampaikan kepada Bupati.

(5) Permohonan Baltuan Sosial ditaldatangani oleh perorangan dengan dilengkapi
sekurang-kurangnya persyaratan sebagai berikut :

a. surat permohonan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
b. rincian penggunaan dana;
c. fotocopi Kartu Tanda Penduduk yarg masih berlaku.
d. fotocopi Kartu Keluarga
e. surat Keterangan Tidak Mampu yang diketahui oleh Kepa1a Desa/Lurah dan

Camat setempat. I

(5) Permohonan Bantuan Sosia-l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) diatas
sebelum disampaikan kepada PPKD terlebih dahulu diferivikasi kelengkapannya oieh
SKPD terkait selanjutnya dibuat Rekomendasi untuk disampaikan kepada PPKD
selaku Bendahara Umum Daerah (BUD),

i6i Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membentuk Tim Verifikasi
guna meiakukan pemeriksaal kelengkapan dan keabsahan bukti dari pengajuan
usulan Bantuan Sosial.

(7) Tim sebagaiaman dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan verifikasi atas usulan permohonan dari penerima banfuan soail; dan
b. menyarnpaikan usulan rekomendasi besaral Banfuan sosial kepada Bupati

melalui TAPD;

{7) Pencairan bantual sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung
(LS). !
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(8) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.0O0.000,00
(lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang
(ru)' 

I
(9) Penyaluran dana bantuan sosiai kepada penerima bantuan sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat 4 dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan
sosial.

(10) Format Penelitian Dokumen Permohonan Belanja Bantuan Sosial dan hasil evaluasi

atas usulan pemohon dalam bentuk uang atau barang sebagaiamana tercalfum
dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak ter"pisahkan dari Peraturan Bupatl
ini.

Pasal 33

(1) Bantuan sosial berupa uang yang sifatnya insidentil sebagaimana dimaksud dalam
PasaL 3l ayat (1) yang tertuang pada DPA BPKAD diperuntukan dalam rangka untuk
membantu sebagian masyarakat / kelompok kemasyarakatan yang benar-benar
memerlukan bantuan,

(2) Mekanisme pencairan dana bantuan sosial insidentil :

I
a. pemohon bantuan mengajukan proposal/surat permohonan dana bantuan

insidentil kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah; dan

b. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dal PPKD dapat memberikan persetujuan
dan mencantumkan besaran dala unfuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD
selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) beserLa proposal/surat permohonan
bantual.

(3) Khusus untuk bantuan pernikahan, melahirkart, kematian dan barr.tuan pasangan
calon peserta Sidang ltsbath Nikah bagi umat muslim diberikan bagi masyarakat yang
benar-benar memeriukan bantuan dengan melampirkan:

a. Bantuan Kelahlran permohonan sekurang-kurangnya melampirkan :

1. Surat Permohonan yang diketahui Rukun Tetangga, Kepala Desa/Lurah dan
Camat;
Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenalg;
KuLipan akta kelahiran anak yang bersangkutan (kalau sudah ada);
Mengisi formulir 8.2.U (yang belum ada akta kelahiran);
Berkas dibuat riyrasing-masing 2 rangkap (unfuk butir 1 s.d butir 4);
Copy Karfu Keiuarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang fua;
Copy sah akta perkawinan / akta nikah orang tua;
Surat Keterangan Dolrter I Pasa Medis Penolong Kelahiran; dan
Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang saksi.

b. Perkawinan permohonan sekurang-kurangnya melampirkan :

1. Surat Permohonan yang diketahui Rukun Tetangga, Kepala Desa/Lurah dan
Camat;
Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang;
Copy sah alrta perkawinan I aJ*a, nikah (bag, yang sudah memiliki);
Copy Karhr Tanda Penduduk (KTP) pemohon / Pelapor;
Copy Karh"l Tanda Penduduk (KTP) orang tua I wali mempelai pria dan
wanita.
Berkas dibuat masing-masing 2 rangkap (Butir 1 s.d 5 bagi yang telah
memiliki Surat Nikah/Akta Nikah);

2.
o.
A

5.

6.
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7. Mengisi formulir tr.2.12 (kalau belum ada akta perkawinan non muslim);
B. Copy sah Kartu Keluarga (KK) kedua mempelai (bagi yang sudah kawin /

nikah);
9. Copy sah akta kelahiran pasangan suami dan istri;
10. Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang saksi;
11. Pas Photo gandeng berwarna ukural 4 x6 cm S lembar untuk pembuatan

akta nikah (khusus non muslim, kalau belum ada akta nikah); dan
12. Surat Nikah dari Gereja / Mqelis (bagi non muslim).

(Butir 1 s.d i2 berlaLu bagi pasangan Non Muslim yang belum memiliki Akta
Perkawinan)

c. Bantuan Kematian permohonan sekurang-kurangnya melampirkan :

1. Surat Permohonarr. yang diketahui Rukun Tetangga, Kepala Desa/Lurah dan
Camat;

2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang;
3. Mengisi formulir F.2.29 (kalau belum ada akta kematian);
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/pelapor;
5. Copy sah Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang yang

meninggal;
6. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/LurahlCamat (bagi yang

meninggal di rumah);
7. Surat Keterangan Kematian dari dokter (bagi yang meninggal di rumah sakit);
8. Akta Kematian orang yang bersangkutan (kalau ada);
9. Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang saksi; dan
i0. Berkas dibuat masing-masing 2 rang)<ap.

d. Bantuan Pasangan C.alon Peserta Sidang trtsbath Hikah Eagi Umat Muslim
permohonan sekurangt-p*' arlgrry a melampirkan :

1. Surat Permohonan yang diketahui Rukun Tetangga, Kepala Desa/Lurah dan
Camat;

2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang;
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/pelapor;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang fia I wali mempelai pria dan

wanita;
5. Copy sah Karhr Keluarga (KK) kedua mempelai;
6. Copy sah akta kelahiran pasangan suami dan istri (kalau ada);
7. Copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang saksi;
8. Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama;
9. Bukti Setoran Calon Peserta Sidang Itsbath dari bank yang ditunjuk; dan
10. Berkas dibuat masing-masing 2 rangkap.

e. Surat Permohonan Bantuan Skrfpsi
1. Surat Permohonan yaxg diketa-hui Rukun Tetangga, Kepala Desa/Lurah atau

Camat;
2. Proposal Skripsi;
3. Copy Kartu Tan{,a Penduduk (KTP) Pemohon;
4. Copy Kartu Mahasiswa yang Masih Aktif yang berlegalisir dari Universitas;
5. Copy Transkrip Nilai 2 (dua) semester terakhir yar'19 ber legalisir dari

Universitas; dan
6. Berkas dibuat masing-masing 2 rarigkap.
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Pasal 34

(1) Banfual sosial berupa uang sebagaiaman dal.am Pasal 22 ayat (i) dapat diberikan
pada tahun anggaran berjalan dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

(2) pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal

3 ayat (2) berpedomarr pada peraturan perundang-undangan.

Bagian KeemPat

Pelaporan dan Pertanggungj awaban

I tasal 35

1

(1) penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepad"a Bupati melalui PPKD d.eng*n tembusan kepala SKPD terkait kecuali

untuk bantuan Perorangan.

(2) penerima bantuan sosia-l berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Pasa-l 36

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial

pada BPKAD da-lam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosia-l

pada jenis belanja barar;S danlasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

' oasal 37

pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosia-l meliputi:

a. usulan/proposal awal dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan da-ftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas d"ari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial
yr"rg diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uaxg atas pemberian barrtuarr sosial berupa uarlg atau

bukti serah terima bararrg atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 38

(1) penerimaan bantuan posial bertalggungjawab secara formal dan material atas

penggunaan bantuan yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :

a. laporan penggunaan banfuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
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i

Ib. surat pernyataan ta+ggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang

diterirna telah digunakan sesuai dengan usulaa; dan

(3)

(4j

(1)

{2)

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai perafuran perundang-
und"angan bagi penerima bantuan sosia-l berupa uang atau salinan bukti serah

terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a dan huruf b wajib
disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu pertama buian januari tahun
anggaran berikutnya.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan

dipergunakan oleh penerima banfuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 39

1

{1} Realisasi barrtuan sosi*. dicanfumkan pada laporan keuangan pemerintah d,aerah

dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosiaL berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan
sosial sampai dengan akhir tahun arrggarall berkenaaa dilaporkan sebagai persediaan

dalam neraca.

Pasal 40

Realisasi bantuan sosia-l berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi
pemerintah pada laporan realisasi anggaran da:r diungkapkan pada catatan atas
laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana
dimaksud ayat t1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasai 41

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaLuasi atas pemberian hibah dal bantuan
sosial..

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi
pengawasan.

1,9



Sanksi

Paaal 42

peneriman'o*,,ffirffi;?-ffi 
"Tffiffir5ffi #BXH,TTff'-ffi "f,Hffi .Iffi

hibah yang dite:
sanksi antara lain beruPa: i

". tia* diberikan lagi hitafl sampai batas waktu tertentu;

b. dikurangi jurnlah hibah yang akan diterimanya; dart

C. dalam ha1 terjadi penyrmpangan danlatau penyalahgunaarr dana hibah dari maksud

dan tqiuan sebagaimalr.a telah ditetapkan dalam NPHD, maka penyaluran dana hibah

dapat ditinjaukembali atau dihentikan'

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Barito selatan

Nomor 43 Tahun 2A74 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantua* sosial {Lembar

Daerah Kabupaten Barito splatan Tahun 2oL4 Nomor 43) dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku. t
I

I pasal 44

Feraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 .,.1 ::lr. 2A2L

Di Undangkan di Buntok
pada tanggal 12' "&Prif

I

I

2421
Wlt

epnma'oAERAH KABUPATEN BARITo SELATAN TAHUN zazL NoMoR ffi
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i LAMPIRAN - LAMPIRAN :

I
I

PERAfUR.EI{ BTTPATI BAR,ETO SELATAN
I

NOMOR 5 TA}IU$ 2O2L

TENTAI{G

PEDOMAN PEMBERIAN HIEATI DAIq BATITUAN SOSIAL
YANG BERSUNfiBER DARI ANGGARAN PET{DAPATAI{

DAI{ BTLANJA DAERAET

FEMERTHTAET E<ABUPATEI{ BARTTO SELA?AS
TATIUN 2O2L

alL1



REKOMENDASI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2O2L
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT

PENGANGGARANT DARI SKPD

KOP SKPD

2A;rr,.

Kepada Yth.
Bupati Barito Selatan
di-

Buntok

I

Nomor
Lamp.
Perihal

1 (satu) berkas
Rekomendasi Hasil
Evaluasi Proposal

Bersama ini kami sampaikan daftar hasil verifikasi usulan (proposali
yang disampaikan oleh pemohon belanja hibah/bantuan pihak ketiga,
-Setetafr 

aipeta3ari /dttetaah oleh Tim Verilikasi Belanja Hibatr, dengan ini kami
merekomendasikan proposal tersebut kepada Bupati melalui TAPD untuk
dijadikan pertimbangarl pencantuman alokasi anggaran dalam rarlca.rrgan KUA

dan PPAS (daftar rekap terlamPir)

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, untu,k dipergunakan
sebagaimana me$tinya.

l
I
I

Kepala SKPD,

Nama
NIP.

I
I

'
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LAMPiRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. PENELITIAN DOKUMEN PERMOHONAN BELANJA HIBAH

Pemohon
Nama
Alamat
No.Telp. lHp.
Tanggal

Hibah kepada :

Persyaratan (*) :

f] l.SuratPermohonan
Lj f ana atangan yang berwenang
Fl crp

I I 2 Proposal

Eflr]
E
tltlHil
3.

AT.

E
t:]
I 15.

lain dan BUMN/BUMD )

fI O . Surat keterangan domisili lembaga / organisasi dari desa /kelurahan
setempat diketahui oleh Camat

Z f . Dokumen Teknis (unfuk tujuan penggunaan bangunan /fisik )

t] 8 . persyaratan lain yang ditentukan oleh SKPD terkait .

1.
r)

*)

4.

Pemerintah Pusat
Pemerintah Daeral: Latr"
BUMNI/ BUMD
F,adai / t embaga/ Organisasi Kemasyarakatan

Lata.r belakang
Maksud dan tujuan
Hasil yang diharapkan
Lokasi pelaksanaan
Program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan
Data umum badan/ lembaga/ organisasi/ pemerintah
Alamat lengkap
Daftar personalia pelaksana dal1 susunarl kepengurusan
bad an / lembaga/ organisasi/ pemerintah
Rencana anggaran biaYa
Nomor rekening bahk yang masih berlaku
salinan f fotocoy Ifurlu Tanda Penduduk (KTP ) atas nama
Ketual Pimpinan / Pengurus / Kepala Daerah / Direksi *)

Salinan / fotocopy rekening bank yarrg masih aktif ata.s nama Badan/L e

mbaga/organisasi/Pemerintah/Rekening Kas umum Daerah *)

Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping , apabila

diperlukan (khusus untu k hibah kepada pemerintah , pemerintah daerah

* 
) Disesuaikan dengan syarat-syarat ma.sing-masing penerima hibah'
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(tempat), (tgllbularr) (tahun)

1. NamalKetua
NIP .

2. Nama/Sekretaris
NIP .

3, NamalAnggota
NIP .

4. Nama/Anggota
NiP .
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B. FORMAT HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
(dalam bentuk uang)

BESARANINILAI
YANG DISETUJUI

KEPAIj,

NAMA
NIP.
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I
I

C, FORMAT HASIL EVALUAbI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
(dalam bentuk barang atau jasa)

NO. NAMA CALON URAIAN
USUI"AN

ALAMAT
PENERIMA

JUMLAH
UNIT

REKOMENDASI
JML UNIT JML Rp.

L 2 3 4 5 6
I
2
3
4 Dst...

KEPALA
SKPD....,..........,

(
I

r
i

*) disesuaikan dengan peruntukan

M

lo



Nomor
Lamp.
Perihal

1 (satu) berkas
Permohonan Hibah

USULAN/PROPCSAL HIBAH

KOP BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI / PEMERINTAH

2Orr,.

Kepada Yth.
Bupati Barito Seiatan
di-

Buntok

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BAzuTO SELATAN
NOMCR i: TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGtrLOLAAN HIBAH DAN BANTUAN

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT

Hormat kami,
Pemohon

(sekretaris)

Sehubunial d"engan upaya percepatan pembalgunan dan pelaksalaan

tugas-tugas peilrerintrftun Ai Kecamatan.....,....Desa ......di wilayah

Ka[upaten g*ito Selatan, dan dalam rangka menunjang kegiatan

UactanTtembaga/organisasi/pemerintah..."' """""", kami

mengharapkan klranya dapat d.iberikan bantuan dalam bentuk hibah

berupa. ..., sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami

dapai berjalan secara optimal dan berperan aktif da-lam percepatan

p"*Ur11g*r1an d.aerah dan pelaksaflaan tugas- tugas pemerintahan di daerah'
Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

a......
b......
c......
d......
dst.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan

untuk dapat *"*br.t to kami dalam bentuk pemberian hibah
...""'sebagai bahan pertimbangal

Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.- 
Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak

cliucapkan terim& kasih.
i

Mengetahui :

(ketua)

TO SELATAN,
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LAMPIRAN iV
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NoMoR 'I tauuN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT

v lambang
(iuama Lembagal Organisasi Pelaksana)

i

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan pengajuan proposal permintaan Belanja Hibah yyg kami

.'Rupiah,akankami/saya*)gunakansesuaid.enganproposalyangkami
4*rt"rr, dan dengrt i.ri menyatakan dengan sebenarnyabahwa:
1. Berta,ggungjawab Mutlak teihadap penggunaan Belanja Hibah sebesar

tersebut di atas sesuai Naskah perjanjial-Hibah DGrah {NPHD}/sesuai-usulan*);

2. Jumlah uarrg tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluarafl yang tidak sesuai dengan perafuran dan

ketentuan Yang berlaku;
3. Laporan penggunaan d.ana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggung jawab

*uUat kami selaku penerima bantuan;
5. Bersedia dan koorporatif terhadap aud.itor/pemeriksa yaflg akan melakukan

pemeriksaan atas keabsahan Laporan peiaksanaan kegiatan yang kami/saya*)

sampaikan a*rrg"" menunjukan bukti fisik atas penggunaan dana ba]1tuan'

Demikian Surat J.rryn"tu"an ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi

persyaratan pencairan permit t""r, n*lunja hibah, dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan

pemeriksaan oieh pihak yang berwenang atas belanja hibah yang kami terima sebesar

tersebut diatas sesuai peiatural dan ketenfuan yang berlaku'
<nama kota, tanggal, bulan, tahun>

Yang Menerima",

Nama
Jabatan
Aiamat

<Nama Ler'gkaP lcap>

*) disesuaikan dengal peruntukan

SELATAN,

^oLt5



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO SEI,ATAN
NCMOR 6 TAHUN 2A27
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NASKAH PERJAN.IIAN HIBAH DAERAH

I NOMOR : /NPHD l2Ow.
i NOMOR :

antara
PEMERINTAH KABUPATEN BAzuTO SELATAN

dengan
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

Pada hari ini ...... tanggal ....,. bulan ...... tahun dua ribu ...... yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : EDDY RAYA SAMSURI I PejabatYang Difunjuk
Jabatan : Bupati Barito Selatan / sesuai dengan Pejabat Yang Ditunjuk
Alamat : Kaltor Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

,I1. PeLita Raya No. 305.F Buntok
Bertindak untuk dan atas nalna Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya
disebut PiHAK PERTAMA

Bertindak untuk dan atas nama ..........., selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Ked.ua beiah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian hibah daerah dengan ketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Pemberian Hitrah :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor .... Tahun
tanggal. .. tentang Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun Anggaran

b" DPA SKPD ......... Tahun Anggaran ......
c. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor....tahun.....tanggaI......tentang......
d. Keputusan Bupati BEito Selatan Nomor....tahun....tangga,l.......tentang...........
e. Kepufusan . I. tenta:rg Pembentukan Panitia / Pengurus

FORMAT NPHD

[[ ' "" r"'r. l' ' llIEffiEt
lF:ffil.Ell
\Wl@*:s:t/
\P-,!ffii=liz\iW

ZY



Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Hibah da-lam bentuk uang / barang kepada

PIHAK KEDUA dengan tdu+n untuk :

1.

.-t -

aL.

Pasal 4

HAK DAN KEItrIAJiBAN PII{AK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak mendapatkaq bantuan uanglbarang dalam jumlah yarrg
cukup dari PiHAK PERTAMA sebagaimana Pasal 3 (2i di atas.
pIHAK KEDUA berkevrajiban menandatangani Pakta Integritas bantuan
uang,lbarang.
PIHAK KEDUA wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
P1HAK KEDUA meiaksanakan dan bertanggungjawab secara forrnii dan materiai.
atas penggunaan da4a hibah yff1g diterima dari Hhak Pertama dengan berpedoman
pada ketentuan perundang-undangan;
ptHaf KEDUA menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Pihak
Pertama selambat-lambatnya talggal 31 bulan Desember tahun berjalan;
PIHAK KEDUA membuat laporal pertanggqngjawaban dengan bukti- bukti
pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang- undangan dan
disimpan serta dipergf-rnakan oieh penerima hibah seiaku obyek pemeriksaan;
Apabiia dalam jangka rvaktu yang telah ditenfukan, PIHAK KEDUA tidak
rnelaksalakan dan tidak menyampaikan laporan pertanggungf awaban kepada
PIHAK PERTAMA, maka segala akibat yang timbul dari penyerahan hibah
dana ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA, termasuk konsekuensi
1r, r Lr r rn nrrr:iiurluratrrJ c!

Pasal 5

HAK DAN KtrWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAI\{A berhak menerima laporan atas penggunaan hibah dari Piha,k

Kedua.

(1)

(2)

Pasal 3

Jumlah Bantuan Hibah dalam bentuk uang I barang sebagaimana dimaksud da-lam

Pasal 2yattusejumlah Rp... (....... .terbilang """" ' "')
PIHAK KEDUA akan menggunakan bantuan hibah yang diberikan PIHAK PERTAMA

sesuai dengan perunfurkan penggunaannya sesuai dengan rencana penggunaan
sebagaimu, t"r""rrtum da-iam proposal/surat permohonan yarg diajukan kepada
Pemerintah Kabupaten :Barito Selatan, rneliputi :

tr.-ItP, ...

Rp.

Rp. .

Jumlah Rp. .

Jumlah uarrg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA

kepada PIIIAK KEDUA dengan jumiah yang cukup-

1t.

2.

3.

(3)

t+l

(1).

(2.\

(s).

(6)

{7}.

/1)\-/.

(2)

(3).

PIHAK PERTAMA berhak memberikal teguran dal sanksi
apabila dalam pelaksanaannya menyalahi dari ketentuan.
PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab secara
penyalahgunaan atas penggunaan dana hibah tersebut,

kepada PIHAK KEDUA

hukum jika te{adi
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{4). pIHAK ptrRTAMA wajib menyerahkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA dengan

cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA apabila seluruh persyaratan dan
kele::gkapa::. berkas pengajuex dan pencairan telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA

dan prHAr< PERTAMh telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan

dan persyaratan lain yang telah diatur sesuai dengan ketenfuan dan aturan yang

beriaku.
PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan bantuan uang/barang atau jasa

dalam jumlah yang cukup kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

(1) permohonas. penyeluran dan penyerahan Hibah Uang/Barang atau Jasa didasarkan
pada Keputusan 

-Bupati 
Barito Selatan tentang Alokasi Besaran Bantuan Hibah

disertai :

a. Menyampaikan permohonan pencairan dana / permohonalL barang kepada pihak

pertama yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris
b. Rinciang Penggunaan Dana
c. Proposal awal
d. Kepuhrsan Pembentukan Organisasi
e. Copy buku Rekening Tabungan atas nama badan/organisasi penerima hibah

{Z}. penyerahan Bantuan Hibah Uang/Barang-atau Jasa, dilakukan secara langsung oleh

PIHAK PERTAMA kepada PiHAK KEDUA, dengan 2 (dua) tahapan penyaiuran, yaitu :

Tahap I : Penyiuran Tahap I maksimal sebesar 7oo/o (tuiuh puluh per seratus)

dari pagu anggaran yang ditetapkan, setelah dipenuhinya seiuruh
persyaratan Pencairan dana.

Tahap IL ir"rryuluran trt r.p II sebesar 30% (tiga prrl..rr.h per serafus) dari pagu

anggaran . yang ditetaPkan, setelah adanya laporan
pertar:ggungi awaban peoggunaan dana.

penyaluran hibah dapat diberikan IAOo/a (seratus perseni dengan pertimbangan :

a. Wilayah domisiti penerima hibah; dan

b. Nilai hibah tidak iebih dari Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)'

penyaluran dana hibah dibayarkan melalui rekening organisasi I panttta penerima

hibah.

Pasa-l 7

(1) Dana Hik,ah sebagairnala tercantum pada Pasal 3 (1) sebesar Rp.

(.....dengan hr-rruf.-.....) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA selaku penerima Hibah.

(2) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas harus

disampaikan kepala Bupati Barito Selatan Cq' SKPD""'
selsmbat-lambatiua mir;ggu pertama buLa-n Januari tahun anggaran berikutnya atau

Tanggal 31 Bulan Deserirber Tahun berkenaan'

(3) pihak Ked.ua selaku penerima hibah akan menyampaikan laporan
' ' perta,ggungjawaban kepada Pihak Pertama (Uang I barang melalui SKPD terkait)

a*rrgurrtormat iaporan sLbagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan

NPHD ini.
Pasal B

pIHAK KEDUA setnggup diperiksa oleh aparat pemeriksa sesuai ketentuan perat'::ran

perundang*undangan.

(s)

(3)

{4)
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Pasal 9

Apab*a PIHAK KEDUA selaku peneriqa hih,ah masih berum menyampaikan laporan

pertanggung.-u.uuo dana hibah'vang diterimanya sebagaimana pasal z dapat diberikan

sanksi antara lain beruPa :

i,- iia"r" diberikan lagi_hibah sampai batas waktu tertentu

,. Dikurangi jumlah t iaaf' yang tk*1 di.terimanya

3. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/ataupenyalahgunaan da*ahibah dari maksud

dan tujuan sebagaimana te1afi-ait"t"pA*r, dak; Npfrp, maka penyaluran dana hibah

Japat aitit3*r, kembali atau dihentikan'

Pasal 10

LAIN-LAIN

Demikian Naskah perjanjian Belanja Hibah llaerah {N'HD) ini,.dibuat rangkap 4 (empat},

mempunyai kekuatan hukum d;;; : -gl*t di*t't*"'y" termaterai cukup' masing-

masing untuk PIHAK PERTAMA Ji, prruir< xpoua dahm keadaan sehat dan sadar tanpa

adarry:'aunsur paksaan dari pihak manapun'

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

w
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2O2T

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN

SOSNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI BAzuTO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR TAHUN 2Ow

!

TENTANG

PENETAPAN DAF.TAR PENERiMA HIB'iI EPIqTTA 
JUMLAH UANG/BARANG ATAU

JASA TAHUN ANGGARAN 2Og-

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

C.

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk mendukung prograln dan kegiatan pelayanan

kepada masyarakat secara tepat 
"*u.*urun dan tepat guna- perlu

ditetapkan drft* p;;;;" hibah beserta jumlah Lla-ng atau barang

Tahun Anggaran 2Aw;
bahwa untuk .f"itioit"*, efisiensi dan akuntabilitas pengeiolaan

belanjahibahyangbersumberdariAnggaranPendapatandan
Belanja Daera-li, i"rl, menetapkan besaran alokasi Belanja

Hlbafr/fantuan Sosial Tahun Anggaran 20>o<;

bahwa berdasarkan pt'tifi?*ttg" sebagaimana dimaksud

padahurufad.anhurupb,perlurnenetapkanKeputusan
Bupati, Barito selatan tentang Peneta:pan Daftar Penerima Hibah

;;:;e:r-rrr, ,rrog atau baraag Tahun Anggaran 2aw';

Undang.undangna2gTahunlg5gtentangPembentukanDaerah-
daerahlingkat 1I di Itubupaten Barito Selatan;

Undang-Urrat rg 
*No*oi 

77 Tahun 2OA3 tentang Keuangan

Negara;
Undang_UndangNomorlTahun2oo4tentangPerbendaharaan

ilffi; ,ndang Nomor 2s 
. 
Tahun 2ot4 tentang perygriltahan

Daerah ""O,gi*^r,* 
telah d.iubah beberapa ka-li, terakhir dengan

Ut aurrg-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
peraf*ran pemirintah Nomo r 12 Tahun 2otg tenta,g Pengelolaan

Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang

i;d;;". Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri balam Negeri No*ot 32, Tahun 2011tentang

pedsman pemferian Hibah datigat tuan Sosial yang bersumber dari

AnggaranPendapatandannetan3anaerahsebagaima:ratelahdiubah

2.

J.

A+.

5.

6.

.r -l

FORMAT

7.



R

\-,

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2A$;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor ... Tahun ZAw.
tentang Alggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2Oxx;
Peratur;rn Bupati Barito Seiatan Nomor Tahun 2O>o< tentang
Penjab#an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggardn 20w.,

MEMUTUSKAN:

Penerima Hibah/Banfuan Sosiai*) beserta besaran jumlah uang atau
barang Tahun Anggaran 2Oru:'
Da-ftar Penerima Hibah beserta jumlah uang atam baralg dan alamat
untuk Tahun Anggaran 2Axx sebagaimana tersebut dalam Lampiran
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
$egaia biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini diL,ebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20:o<;

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

YZffiTN A
-r\.[/ I tLrfl

KEBMPAT

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal

BUPATI BARiTO SELATAN,

t rtd
I

Tembusan : 
NAMA (tanPa gelar)

L. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Inspektur DaerahKabupaten Barito Selatan di Buntok'
3. KepaJa BPKPD di Buntok.
4. Kepa-1a Bagian Huh-rm Setda Kab.Barito Selatan di Buntok (3 rangkap).
5. Kepala SKPD .......iterkait) di Buntok.

") disesuaikan dengan perunfukal

J+



FORMIt'T
r idalam bentuk uang/Barang)

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI

LAMPIMN KEPUTUSAN BUPATI BARITO SETATAN
NOMOR i TAHUN 20>u<

?ENTANG : PENETAPAN DATTAR PENERIMA HIBAH} BESERTA JUMLAH
G/BARANG TAHUN ANGGARAN 2O:O<

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

NAMA {tanpa gelar}

,T
i

1

I
t

I

*) disesuaikan d.engan perunfukan

NAMA PENERIMA

SELATAN,

@\ }ffir ,/eM
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Saya yang bertanda
Nama
No. Identitas KTP
Alamat
Jabatan

] LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOI!{OR Q: TAHUN 2A21
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT
(dalam bentuk uang)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JA\MAB

tangan dibawah ini :

Bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah
menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta
pelaksanaannya telah mematuhi Perafuran perundang-undangan yang berlaku serta saya

akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.
Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya

sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka $aya hersedia mengganti dan
menyeiort<an kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai

dengan peraturan ferundang- undangan yang berlaku.
-Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung

jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon hibah/ banfua.n sosial
Materai/ttd

(Nama lengkap)

*) disesuaikan dengan peruntukan

t
i

w
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR * TAHUN 2O2t
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT
(dalam bentuk barangljasa)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAIVAB

Saya yang bertanda tangan
Nama
No. ICentitas KTP
Alamat
Jabatan

1n1 :

r

Dengan ini menyatakjn bahwa s&5r4 sebagai penerima hibah berupa barang telatt

*..rgg.rrrlkan barang tersebut sesuai dengal Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta

pelaksan aa,1,161y a telad mematuhi Perafuran perundang-undangan yang berlaku serta saya

nt rl bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud'
Apabila ci liemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya

sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi

**"ru"f d"lrrgar: perafuran perundang- undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung

jawab serta untuk dipergunaken sebagaimana mestinya.

Pemohon hibah/bantuan sosial
Materai/ttd

{Nama lengkap}

disesuaikan denga., o".*Jrr*oar,

dibawah
:

:

A SAMSURI

a",I



A.

I
i

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
(da1am bentuk uang)

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2O2L
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DAzu ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

<nama kota, tanggal, bulan, tahun> Nomor
:

Kepada Yth.
Yth. Bupati Barito Selatan

cq. PPKD lKepala SKPD*)
di-

Buntok

Nomor :

Lamp. :1(satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Belanja

HibahTahun 20ror

I
I

i

*) disesuaikan dengan peruntukan

dengan Belanja Hibah Tahun 2}rci'. yang telah kami terima,
kami sampaikan laporan penggunaan dana dengan rincian

Penerima,

<nama lengkap>

Sehubungan
maka bersama ini
sebagai berikut :

1. Realisasi Penerimaan Bantuan Realisasi penerimaan hibah Tahun 2Oxx

adalah sebepar Rp... Dana bantuan tersebut
diterima r melalui Rekening Nomor 'pada

pada tanggal ....' <sebutkan tanggal, bulan, tahun>
2. ReaLisasi penerimaan dan Penggunaan Dana Realisasi penerimaan dana

Hibah/Banfuan Sosial") tahun 2Aw" sebesar Rp. dan penggunaan
dananya sebesar Rp. ......... sehingga terdapat Saldo Dana sebesar Rp.

... Rincian penerimaan dan penggunaan dana Tahun 20>or terlampir.

Laporan Penggunaan Belanja Hibah telah disusun sesuai dengan fakta
kejadian serta Uutlti-nukti yang dapat dipertanggungiawabkan. Bukti-bukti
pengeluaran yang asli disimpan oleh kami selaku penerima hibah.

Untuk fgjuan tansparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja hibah,
kami bersedia dan siap untuk dilalcukan pemeriksaan oieh instansi
pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami
ucapkan terima kasih.

aoJd



B. FORMAT RINCIAN LAPORAN

(dalam bentuk uang)

u) disesuaikan dengan Peruntukan

PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

Penerima,

(nama lengkaP/caP)

$ELATAN,

SAMSURI

5 *413*100

1. ....<sesuai rincian

T ....<sesuai rincian

3. ."..<sesual
ienis biava>

w
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t

C.FORMAT BERiTA ACARA SbNM TERIMA BARANG

BERITA ACARA SERAH TEzuMA BARANG

Nomor : ......

Pada hari....... tanggal....... bulan.,..'.. tahun'..'.', herternpat di""""' berdasarkan

Kepufi.rsan Bupati Barito selatan Nomor..... tangga].."" lentang Penetapan Daftar

penerima Hibah/Bantuan $osial.iL*ra jumlah uaiing dan jasa Ta}un Anggaran 20rpr",

kami yang bertandatangall di bawah ini :

disebut PIHAK KEDUA.

t
piHAK PER?AMA **rry"r*irk*r, barang sebllyak ..:.:..... 

. 
unit dengan nigi sebesar

Rp... ... .....:i..-..-.1..:_-t.----........ .....**piah) diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Eerita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

1.

2.

PITTAK PERTAMA

BUPATI BARITO SELATAN/ PE-JABAT
YANG MEWAKILI

*) disesuaikan dengan Perurltukan

PIHAK KEDUA

KETUA/ANGGOTA MA$YARAKAT. ..' . .'

I

I

?\ ,*rF ls
ar$E6P
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Menimbang i a.

Mengingat : 1.

b.

LAMP]RAN X
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NoMoR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN

SOSIAL YANG BERSUMBER DAzu ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR TAHUN 2}:rr'

TENTANG
PENETAPAN ALOKASI BANTUAN SOSiAL

TAHUN ANGGARAN 20rcc

r

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan

kepada masyarakat secara tepat 1""*** dan tepat guna perlu '
Jit"t"pt* drft* ;;nerima hibah beserta jumlah uang atau barang

Tahun Anggaran ZOrr';
bahwa unfuk efektivitas, elisiensi dan akuntabilitas pengeiolaart

belanja hibah ;;; bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

g;.ffi; Daerah, perlu menetapkan ^ besaran alokasi Beianja

Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran 20:o<;

bahwa u*rar*urt *, pe.tlriiangr, sebagaimana dimaksud

;;4, hurrrf a dan hurup b, perlu menetapkan Kepufusan

BupatiBaritoSelatantentangPenetapanDaftffPenerimaHibah
U"uerta jumlah uang atau barang Tahun Anggaran 2oxx;

na 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

di Kabupaten Barito Selatan;
Nomoi 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

NomorlTahun2ao4tentarrgPerbendaharaan
Negara;
undang-undang Nomor 23 Tahun 2a14 tentang Pemerintahan

n*.rra" sebagi.mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengart

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomot 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
peraturan Menter:i Dalam Negeri Nomor 77 Tal^run 2O2O tentang

P"do*un Teknis Pengelolaa-n Keuangan Daerah;
peraturan Menteri brf"* Negeri Nomor 32 Tahun 2Olltentang
pedoman pemberian Hibah d.an'Bantuan sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah sebagaimana telah diubah

2.

J.

4.

5.

6.

Undang-undang.
daerah Tingkat II
UndarlS-Undang
Negara;
Undang-Undang

FORMAT

7.
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8,

q

beberapa kali, terakhir
Nomor 14 Tahun 2A16;
Peraturan Daerah KabuPaten
tentang Anggaran PendaPatan
2Ow;

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Barito Selatan Nomor ... Tahun 2Ow
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Tahun 2Axx tentang
Belanja Daerah Tahun

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Anggaran 20w..

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

I

Besaran belanja bantuan
Anggaran 2Axx sejumlah
tercantum dalam LarnPiran
dari Keputusa:r ini.

MEMUTUSI(AN :

sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun
(terbilang), sebagaimana
bagian tidak terPisahkan

Rp.
yang merupakan

Alokasi belanja bantuaa sosial lainnya yang bersifat. global

Rp... (terbilang) bertujuan untuk memberikan bantuan

sosiaL kepada individu d.an atau keluarga yang mengal-ami keadaan

tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencala
agar dapat merienuhi kebutuhan hidup minimum serta kelompok

,ri".y"rnt at / organisasi masyarakat/lembaga non pemerintah. bidang

p"rriidit *r. Keag"amaan, pemnda dan olah raga dan bidang lain yang

L"rp".r, me6niungi individu, kelompok dan atam masyarakat dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial'

Alokasi belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, beriujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan

fungsi pemeriniahan di daerah, menunjang_ peningkatan pelayanan

tep"aaa fmasyarakat, menunjang peningkatan penyelenggaraan

p"*"rintah an- daerai dan layas1an dasar r-Imllm, meningkatkan

iartisipasi dalam penyelengguraLtt pembangunan daerah serta sejalan

d.ng"t kebijakan Pemerintalt Kabupaten'

Pemerintah / instansi vertikal, Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah

dan kelompok / anggota masyarakat penerima Bantual sosia-l

Jitetapk*n dengan *Jtirp.rtimbangkan aspek pemerataan, keadilan

dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam rangka efisiensi, efektifitas, tralsparansi dan akuntabilitas

*gg**, Ietiap pemerintah/instansi vertikal, pemerintah daerah,

p"iI"uf."an daeiah k"1o*pok/anggota masyarakat penerima bantuan

sosial wajib menyalnpaikan laporan pertanggungjawaban atas

penggunaro brntran sosial yang diterimanya sesuai dengan Format

Lrpoir, pertanggungiawaban e"tu"t3* Bantuan Sosial yang teiah

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten'

Khusus untuk bantuan yang bersifat insidentil kepada individu'
masvarakat dan kelompok masyarakat termasuk santunan

;;;d;;iil, melahirkan au, kematian bagi keluarga yang tidak
;*;;; 6an bantuan unfuk mahasiswa Barito Selatan dalam rangka

penyelesaial tugas akhir yang membebankan belanja bantrran sosia]

irirrrryr. sebagaiLana Diktum KEDUA diberikan masing masing

sebesar :

A'+L



KETUJUH

KEDELAFAH :

I
I

i

a. besaran bantuan santunan perkawinan, melahirkan dan kematian

bagi keluarga yang tidak mafnpu masing-masing sebesar

Rp... (terbilang);

b. besaran bantuan untuk penyelesaian Disertasi diberikan sebesar

Rp...... ..... {terbii*g);

c. besaran bantuan unfuk penyelesaian Tesis diberikan sebesar

Rp... (terbilang);

d. besaran bantuan untuk penyelesaian Skripsi / Tugas Akhir I
diploma diberikan sebesar Rp.-...-... (terbilang); dan

c. besaran bantuan yang bersifat insidentil kepada ind.ividu,

masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kepemudaan yar:.g

tidak dapat direnJanakan dapat diberikan derr.gan persetujuan

Bupati,; W"f*;f Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Pengeiolaan

r..,i""J* Daerah (PPKD) dengan tidak melebihi pagu a-lokasi

anggaran yang direncanakan.

segala biaya timbulkan akibat dikeluarkanrrya Keputusan ini
aifera*an pada Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun Anggaran 20>or yang meiekat di Beianja Banfuan
Sosiai pad.a Dokumen 

- 
Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah {DPA-BPKAD).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal_ xx Januari 2Oxx dan

Ueiat<hir sampai dengal tanggal rc< Desember 2Aw"

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24w..

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

NAMA (talpa gelar)

TO SELATAN,

A SAMSURI
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LAMPIRAN X]
PERATURAN BUPATI BAzuTO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TtrNTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HiBAH DAN BANTUAN

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENELITIAN DOKUMEN
PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Persyaratan (*) :

fl 1 . Surat Permohonan Bantuao Kelqhiran

f-_lsurat Permohonan yang diketahui Rukun Tetangga, Kepala Desa/Lurah atau

Etl
[]tltlDtltl

n2
[-lsurat permohonan yang diketahui Rukun Tetangga, Kepala Desa/Lurah atau

Camat
f--lsurat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang

Flcopy sah Akta Perkawinan/ekta Nikah (Bagi yang sudah memiliki)

Ec"iy Kartu Tanda penduduk (KTp) pemohon/Pelapor

E a";; Karru Tanda pend,udut (xrr) orang tua /wa1i mempelai pria dan wanita

fre".f."s dibuat masing - masing 2 (dua) rangkap (butir 1 s'd 6 bagi yang telah

memiliki surat Nikah lakta Nikah

E"orisah Karru Keluarga (KK) kedua Mempelai (bagi yang sudah kawinlnikah)

E C"iV sah Akta Kelahiran Pasangan Suarni Istri
[l Copy sah KTP 2 (dua) Orarg Saksi

- p;"pfroto Candeng warna ,rkor"n 4 x 6 cm 5 Lembar untuk pembuatan Akta

Nikah (khusus non Muslim, kalau Belum ada akta nikah)

l--lsurat Nikah dari eerej a I rvraleLis (bagi non Muslim) (Butir 1 s.d 12 berlaku bagi

pasangan non muslim yang belum memiliki akta perkawinan)

fl 3 . Surat Permohonan Santunan Kematlan

ISurat Permohonan yang diketahui Rukun Tetangga, Kepala Desa/Lurah atau

Camat
l--lsurat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang

l---ltut"rrgisi Formollr F.2.29 (kalau belum ada akta kematian)

[-l Copy KTP Pemohon/ Peiapor
E C"irV sah Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orartg yang

meningga-l
l-_lsurat [""t"r.rrgan Kematian dari Kepala Desa/Lurah/Camat (bagi yang meninggal

dirumah)
[-lsurat Keterangan Kematian dari Dokter (bagi yang meninggal dirumah sakit)

ffiAtt, Kematian orang yang bersangkutan (kalau ada)

FI copy sah Akta Kelahiran Pasangan Suami Istri
8".i, sah Kartu Tanda penduduk (I11p) 2 (dua) orang Saksi

44

Camat
Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang_

Kutipan Akta kehhiran .nak y*t g bersangkutan {ka1au sudah ada)

Mengisi Formolir D.2.01 (yang belum ada akta kelahiran)
Berkas dibuat masing - masing 2 rangkap (untuk butir 1 s'd butir 4)

copy Karhr KeluargalK$ dan Kartu Tanda Penduduk {KTP) oralg Tua

CopV sah Akta Pericawinan I AkIa Nikah Orang TUa

Sulat Keterangan DokterlPara Medis Penoiong Keiahiran
Copy sah KTP 2 (dua) Orang Saksi

Surat Permohonal Bantu an Perkswinan



[-lBerkas dibuat masing - masing 2 raorrgkap

f] 4 . Surat permohonan $a:rtunan Bantuan F*,snngo;tr. Cs.leln Fesetts. Stdnng Esbs]t}z

3flilcah Bolgt {Imo;t klusllm

l--lsurat Permohonan yang diketahui Rukun Tetangga,Kepala Desa/Lurah atau
Camat

l-l Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang berwenang
l--lCopy Karhr Tanda Pyndudrik [KTP) Pemohon /Pelapat
E C"|y Kartu Tanda Pfnduduk (KfB oran"g tua lwali mempelai pria wanita

[Jcopt sah Kartu Kelr-{arga (KK) kedua mempelai

ECoi,V sah Akta Kelahiran Pasangan Suami Istri (kalau ada)

E CopV sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) Orang Saksi

[]num Nikah dari Kantor Urusan Agama

Eg"kti Setoran Calon Peserta Sidang Isbath Nikah dari Bank yang dih:njuk
Berkas dibuat masing - masing 2 rangkap

[: 5 . Surat Permohonan tsantuan Skripsd

l-lsurat Permohonan yang diketahui Rukun Tetangga, Kepaia Desa/Lurah atau
Camat

f--lProposal Skripsi
lll Copy Kartu Tanda Penduduk {KTP) Pemohon

f] Copy Ka.rtu Mahasiswa yang Masih Aktif yang berlegalisir dari Universitas

I*riry Transkrip Nilai 2 (dua) semester terakhir yang ber legalisir dari Universitas

" ) Disesuaikan dengan syarat-syarat masing-masing penerirna Bantuan Sosiai

Tim Verifikasi SKPD :

1. Nama/Ketua
NIP .

Nama / Sekretaris
NIP .

Nama / Anggota
t\ lt-

Nama / Anggota
NIP .

SELATAI{,rqA
"(i
@\

R\
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